
BUPATI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI I{ALMAHERA BARAT
NOMOR lKrts I l2oL6

w
HALMAHERA

JAILOLO

TENTANG
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TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI I{ALMAHERA BARAT,

Menimbang : a 
3*x-J|'ffi.,ffm#f*""H1ff':TLo?"*.'ii1?ffi
Menter] Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolian Keuangan Daerah' maka untuk

L.rurr"*r, peLkuurr-uo prograln dan kegiatan dipandang

pert menrinjuk Bendahara Pengeluaran -pada Dinas

Pariwisata, f"f,ra"yaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi

Ikeatif Kabupate, fi,f*unera Barat Tahun Anggaran 2016;

b'balrwaSaudariFAIIRIAABDILLAIIyangdiusulkanoleh
Kepa1a Dinas Pariwisata, Kebudayaan' Pemlda Olahraga

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Halmahera Barat, selaku

pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan

*"-*r,rt i syarat serta mampu melaksanakan tugas

kebendah araar. dalam rangka pJlak"rttu-rrt Anggaran pada

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan

Ekonomi l(reatif Kabupaten Halmahera Barat;

C.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran P-ada Satuan

Kerja bit r* "Pariwisata, Kebud ayaarL, Pemuda Olahraga

aari Bt<onomi Kreatif Kabupaten Halmahera Barat Tahun

Anggaran 2016-

Mengingat : 1 
H*ffiE1ldtrE|,:fr[ur%'ffi,]:'r'J:TTi#j::iHXt
pembentukan Saerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam

Wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maluku menjadi

Undang-undang;

2. Undang-undang Nornor 43 Tatmn 1999 tentang Perubahan

atas Undang-rriarog 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas UndanSundang Nomor 46 Tahun L999 tentang
pembentukan ProvinJi U"lrt o LJtara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
pembentukan l(abupaten HaTmahera lJtara, Kabupaten

Halmahera Selatair, Kabupaten Kepulauan Sula'

Kabupaten Hatmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan

di Provinsi Maluku Utara;

JalanJatipornitirs;.",r#TZZ[#;#xi;;zTr;tirpinsiMarukuUtara
-/



7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah l\rsat dan

Daerah;

-2-

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

6. Undang-undang Nomor
Perbendah ar aan Negara;

1 Tahun 2OO4 tentang

8. Undang-undang Nomor
Pemerintahan Daerah;

23 Tahun 2OL4 tentang

MEMUTUSKAN:

g.PeraturanPemerintahNomor55Taleun2oo5tentangDana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- - 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Ta}run2alstentangPembentukanorganisasiDinas-Dinas
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13.PeraturanDaera}rKabupatenHalmaheraBaratNomor......
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten 
-Halmahera Barat Tahun Anggaran

2AL6.

Surat Usulan Kepala Dinas Pariwisata' Kebudayaan'

Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif Kabupaten

Halmalrera p,arai Nomor 427117512075 tanggal, 15

Desember 2OL5, Perihal: Usulan Bendahara

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MenunjukSaudariFAHRIAABDILLAH,NIP'19850314
200604 2 006, sebagai Bendahara Pengeluaran Pada

Satuan Kerja Dinas bariwisata, Kebudayaan' Pemuda

oiJr"g" aan Bkonomi Kreatif Kabupaten Halmahera Barat

Tahun Anggaran 2016 dengan atasan langsungnya Kepala

Dinas Fariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan

Ekonomi Kreatif Kabupaten Halmahera Barat

Bend"ahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu' dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap

U"rp"ao** pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Spesilikasi tanda tangan
sebagaimana dimaksud Diktum
berikut:

dan paraf Bendahara
Kesatu, tercantum sebagaiKETIGA
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SPECIMEN
BENDAHARA PENGELUARAN

TANDA TANGAN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2076

PEJABAT PARAF
I

Sekretaris Daerah /

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum TV
Kadis Pariwisata, Keb @
Kabag. Hukum q qgl w/

BUPATI HALMNIERA/BARAT'

//'*/
NAMTO H. ROBA

Tembusan: DisamPaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,

3.BadanPemeriksaKeuanganPerwakilanMalukuUtaradiTernate,
4,KepalaDinasPariwisata,"Kebudayaan,PemudaolahragadanEkonomiKreatif

Katupaten Halmahera Barat di Jailolo'
5. t<epata BPKAD Kab' Halmahera Barat di Jailolo

6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


